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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Dari hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan rumusan masalah 

yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport di 

Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, dan Peraturan Mentri  ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021. Pembangunan jalur akses 

bandara tersebut memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang akan 

pergi ke bandara baru. Lokasi pembangunan Jalur akses Kereta Api Bandara 

YIA tersebut melewati Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Kaligintung, 

dan Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.Pengadaan 

Tanah yang dilaksanakan bagi Pembangunan Jalur KA akses Bandara 

tersebut  secara umum telah dilaksanakan dengan baikserta dilaksanakan 

sesusai prosedur, namun sempat terjadi kurang komunikasi yang 

menyebabkan sedikit kesalahpahaman antara warga dan pihak yang 
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memerlukan tanah. Dimulai dari tahap pengajuan permohonan dan 

penetapan lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas, 

Penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 

2019 dan 19 November 2019 di masing-masing balai desa, Pengukuran dan 

Penentuan batas-batas, pendataan, Pengumuman hasil pendataan, 

Musyawarah harga dan penetapan besaran ganti kerugian, dan tahap terakhir 

Pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak semua berjalan dengan lancar. 

2. Kendala  yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api 

Bandara YIA antara lain pada tahap sosialisasi kurangnya komunikasi 

antara pihak yang membutuhkan tanah dan pihak yang mempunyai tanah 

sehingga menyebabkan sedikit kesalahpahaman, adanya Peserta PTSL 2019 

yang sertipikatnya terbit setelah IPL sempat bersikeras terhadap alas bukti 

hak untuk ganti kerugian menggunakan sertipikat program PTSL.Kemudian 

terjadinya Proses Waris, dalam hal terjadinya proses waris ini, dimana sang 

ahli waris dalam memperoleh warisan berupa tanah, namun masih belum 

ditindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga antara dokumen legal 

dengan realita kepemilikan atas tanah tersebut berbeda, adanya kepemilikan 

tanah absentee/guntai, lamanya proses pembayaran uang ganti kerugian oleh 

LMAN.  

B. Saran 

1. Pihak instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan pendekatan 

persuasif terhadap masyarakat berupa pemberian informasi-informasi 

penting terkait dengan pengadaan tanah dan PTSL, sehingga nantinya warga 
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masyarakat akan lebih memahami tujuan, tata cara, aturan dan prosedur, 

sehingga juga dapat memudahkan instansi yang memerlukan tanah agar 

pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berjalan tepat waktu.  

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan agar memfasilitasi 

warga dalam proses pensertifikatan tanah terdampak jalur rel kereta api 

akses bandara NYIA baik karena pengurangan luas tanah maupun tanah 

yang belum bersertifikat (Letter C). 

a. Mungkin perlu adanya 1 (satu) aturan yang mengatur pengadaan 

tanah yang pendanaanya melalui LMAN baik terhadap waktu 

pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah. 

b. Mekanisme dalam pembiayaan melalui LMAN berada diluar 

tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Pembiayaan Pengadaan 

Tanah LMAN perlu adanya Review BPKP dan verifikasi LMAN, 

hal ini bertujuan agar dalam melakukan pembebasan lahan untuk 

kepentingan umum dapat terkontrol dan lebih hati-hati. Mekanisme 

ini masih belum diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 maupun turunannya. Baik BPKP dan LMAN memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sendiri yang mengatur tentang review 

dan verifikasi. 

c. Terhadap objek pengadaan tanah yang masuk dalam proyek PTSL 

maka tim inventarisasi dan identifikasi harus lebih teliti terhadap 

tanggal penerbitan sertipikatnya apakah terbit sebelum IPL atau 

setelah IPL keluar. Perlu pendekatan khusus terhadap sertipikat 
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PTSL yang terbit setelah IPL keluar. Kebijakan yang diambil Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berupa memberikan pengertian 

terkait ganti kerugian pada masyarakat yang sertipikat PTSL nya 

keluar setelah IPL akan digunakan alas bukti hak yang lama sebagai 

dasar pengadaan tanah. Khususnya terhadap bidang tanah PTSL 

yang berupa warisan harus lebih jelas dalam pemberian informasi 

terhadap alas bukti hak guna ganti kerugian. Pendekatan dilakukan 

langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bersama 

perangkat desa guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman 

terhadap ganti kerugian pengadaan tanah.Terhadap seluruh proses 

pengadaan tanah yang objek tanahnya masuk dalam PTSL maka 

prosesnya juga menyesuaikan dengan PTSL. Kepala Seksi Bina 

Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional DIY menambahkan bila ada peserta PTSL 

objek yang berstatus letter C namun telah dilakukan pembagian 

waris sehingga subyek hak dalam pengadaan tanah 

menyesuaikandengan subyek hak yang ada di dalam waris. BPN 

Kabupaten Kulon Progo memberikan pendekatan terhadap 

masyarakat bahwa alas bukti hak yang dipakai dalam pengadaan 

tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA merupakan alas bukti hak 

sebelum dikeluarkannya IPL. Sedangkan untuk sertipikat PTSL yang 

terbit setelah IPL namun telah dibayarkan dengan alas bukti hak 

letter C maka sertipikatnya akan dilakukan pemeliharaan data 
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pertanahan yang nantinya akan dilepaskan haknya menjadi tanah 

negara.  

d. Dari kasus-kasus pengadaan tanah sebelumnya, penulis menyoroti 

penggunaan ganti rugi yang didapatkan oleh pihak yang berhak, 

bahwa dana yang mereka terima tidak digunakan dengan bijak, 

seperti digunakan untuk memberi mobil baru, barang-barang 

elektronik baru, hal tersebut memang sudah menjadi hak mereka, 

akan tetapi alangkah baiknya para pihak yang berhak/warga 

masyarakat tersebut, dapat diberikan sosialisasi terkait dana yang 

mereka terima. Misalnya untuk membeli hunian, usaha, tanah, agar 

ganti rugi tersebut dapat bermanfaat dengan semestinya.  
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